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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Para pelaku usaha atau penjual yang melakukan impor dan 

memperdagangkan  pakaian bekas merupakan perbuatan pidana/ tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam perundang – undangan dan sanksi 

pidana yang dapat diterapkan kepada Pelaku usaha yang 

memperdagangkan pakaian bekas impor terdapat dalam Pasal 111 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 

62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap penjualan pakaian 

bekas impor belum dikeluarkannya peraturan presiden dalam hal 

mengenai pembatasan dan pelarangan barang dan/ atau jasa yang 

dilarang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 Tentang Perdagangan ,Kurangnya Pengawasan terhadap 

aktivitas perdagangan,dan kesadaran hukum dari masyarakat itu masih 

rendah. 

B. Saran 

1. Seharusnya Aparatur Penegak hukum dan instansi terkait dibidang 

Perdagangan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan dan 

penindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang memperdagangkan 

pakaian bekas impor. karena berperan penting dalam beredarnya pakaian 
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bekas yang diimpor di Indonesia ini. Tanpa ada pengawasan yang baik tentu 

saja peredaran pakaian bekas ini semakin meluas serta instansi terkait harus 

melakukan pembinaan tidak hanya terpaku kepada konsumen tetapi juga 

kepada pelaku usaha.  

2. Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden mengenai barang 

dan/atau jasa yang dilarang sesuai amanat Undang – Undang nomor 7 

tahun 2014 tentang Perdagangan agar dapat memberikan suatu kepastian 

hukum serta melakukan soialisasi terkait pelarangan penjualan pakaian 

bekas sebagai upaya pemberdayaan dan pendidikan terhadap konsumen 
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